BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN
PEMBERIAN TANAH DI DESA SUNGAI PINANG DALAM
KECAMATAN SUNGAI PINANG SAMARINDA

A. Pelaksanaan Akad Perjanjian Pemberian Tanah di Desa Sungai Pinang
Dalam

Hukum Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dan
perubahan suatu hukum terpengaruh pada perubahan situasi, kondisi,
waktu, faedah. Hasil dari proses tersebut, yang terjadi dalam rentang waktu
berabad abad, berkembang dan dilebur menjadi berbagai pranata sosial
yang bercorak ajaran keislaman.

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana
terjadinya akad perjanjian pemberian tanah yang terjadi antara Alm H.
Asli Syahrani dengan Asnan, pada dasarnya adalah sebuah pemberian yang
diberikan seseorang kepada orang lain selain ahli warisnya, dan dalam
hukum Islam jelas dibolehkan karena Asnan sendiri bukan merupakan Ahli
waris dari Alm H. Asli.

Masalah akad perjanjian pemberian tanah yang terjadi antara ahli
waris Alm H.Asli dan Asnan bermula pada tahun 2000 dimana akad dalam
penyerahan perjanjian pemberian tanah tersebut terjadi tidak pada saat Alm
H.Asli masih hidupnya. Pada sehatnya beliau melakukan sebuah perjanjian

tentang kesepakatan pemberian tanah antara H.Asli dengan Asnan yang
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dimana kesepakatan tersebut hanya terjadi dengan lisan oleh H. Asli dan
tidak ada saksi atau perjanjian secara tertulis dalam perjanjian tersebut.

Istri dari pihak H. Asli pun tidak mengetahui sama sekali perjanjian
antara kedua belah pihak tersebut tetapi dari pihak Asnan, hanya dari pihak
Istri Asnan yang di ceritakan bahwa dia akan mendapat sebuah bangunan
rumah dari perjanjian pemberian tanah tersebut.

Dalam pemberian yang dilakukan oleh ahli waris banyak terjadi
ketidaksetujuan dalam pelaksanaannya dikarenakan pihak yang pemberi
atau ahli waris pemberi merasa tidak mengetahui tentang perjanjian
pemberian tersebut dan tidak adanya saksi atau pun bukti telah terjadinya
perjanjian pemberian tersebut.

Pihak ahli waris sendiri tidak bisa menerima pernyataan keterangan
dari Asnan yang mengatakan sudah terjadi akad perjanjian pemberian
antara Asnan dan Alm berupa bangunan rumah dan dimana objek akad yang
dijanjikan belum ada hingga pemberi hibah meninggal dunia. Karena Asnan
yang terus saja menuntut perjanjian pemberian tersebut dan mengancam
keluarga Ahli waris dengan mencemarkan nama baik keluarga Alm H. Asli
Syahrani. Ahli waris agar segera memberikan yang pernah diakadkan
dengan Alm.

Ancaman itu sering kali dilontarkan kepada istri pertama, Karena
merasa geram dengan ulah Asnan yang masih ada ikatan keluarga dengan

pihak Alm, ahli waris akhirnya melakukan konsultasi kepada ahli dalam
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masalah ini, atau tokoh masyarakat, dan musyawarah pun dilakukan dengan

saudara dan Istri kedua dari Alm H. Asli Syahrani.

Dalam musyawarah yang dilakukan antara pihak keluarga dan ahli
waris pun, akhirnya sepakat meski banyak terjadi adu argument. Pihak ahli
waris pun akhirnya mensetujui untuk memberikan tanah kepada Asnan
dalam bentuk hibah Ahli waris. Dalam rundingan tersebut barang atau objek
benda diganti bukan berupa bangunan rumah tetapi berupa tanah. Mengenai
objek atau barang hibah pihak Asnan meminta dan memilih sendiri, pihak
ahli waris akhirnya mengiyakan permintaan Asnan tersebut dengan
memberikan tanah di daerah banggres yang lokasi tanah tersebut tidak jauh
dari perkotaan dan strategis lebar tanah tersebut sekitar 20x60 m?.

Dalam hukum Islam sebuah perjanjian mempunyai
pertanggungjawabkan atau sesuatu yang wajib di laksanakan atau
terealisasikan karena janji dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang mempunyai
arti penuhilah janji janji itu.

Disini terlihat bahwa ayat satu tersebut berupa perintah atau £/
Amr suatu kewajiban janji untuk dilaksanakan sebuah janji yang telah
dilakukan oleh kedua belah pihak atau dari salah satu pihak dalam

melakukan akad perjanjian tersebut.
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Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pemberian Tanah di
Desa Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Samarinda
Telah dijelaskan bahwa pada penelitian ini, antara orang yang yang
memberi dan orang yang menerima tersebut telah melakukan akad
perjanjian pemberian tanah secara lisan tanpa perjanjian secara tertulis.
dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Alm H. Asli Syahrani orang
yang berjanji akan memberikan berupa bangunan rumah di atas tanah si
pemberi kepada Asnan tetapi saat berlangsungnya akad perjanjian
pemberian ini masih berupa janji, yang dimana barang atau objek belum
ada hingga pihak pemberi meninggal dunia. Kemudian pihak penerima
pemberian mendesak dan mengancam Ahli waris agar terlaksananya akad
perjanjian pemberian tanah yang pernah dilakukan antara Alm dan Asnan.
Menurut penjelasan yang disampaikan oleh ahli waris akad perjanjian
pemberian tanah tersebut tidaklah ada yang mengetahui secara pasti kapan
pemberian itu terjadi. Menurut Asnan sebagai penerima mengatakan jika
Akad perjanjian pemberian tanah tersebut bermula sekitar tahun 2000,
dimana H. Asli melakukan perjanjian dengan Asnan berupa pemberian
sebuah bangunan rumah di atas tanah H. Asli sebagai pemberi, tetapi saat
itu masih akad perjanjian saja tanpa adanya barang atau objek, objek
tersebut masih akan dibuatkan dikemudian hari, karena aku percaya bahwa
H. Asli mampu membuatkan bangunan rumah seperti yang diakadkan,

hingga kematian Alm belum juga terlaksana. Bukan hanya objek atau
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barang yang tidak ada tetapi saksi dan pernyataan secara tertulis dalam
akad tersebut tidak ada.”®

Setelah beberapa tahun berlalu barang yang dijanjikan tersebut
belumlah ada wujudnya dan belum juga terlaksana penyerahan barang
tersebut, kalau dilihat dari segi harta pihak pemberi mampu
membangunkan sebuah bangunan rumah tersebut, tetapi karena sebab-
sebab yang terjadi membuat akad perjanjian pemberian tersebut belum
terlaksana hingga pada pada akhirnya pihak pemberi meninggal.

Pada dasarnya pemberian merupakan akad yang berfaedah untuk
memiliki barang atau objek pemberian dengan tanpa mengganti pada waktu
penerima dan pemberi masih hidup. Dengan kata lain pemberi sendiri
adalah pemberian secara sukarela dan bersifat tunai, langsung serta tidak
boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa objek itu berlaku setelah pemberi
meninggal dunia.”

Jika dilihat dari pengertian secara khusus akad berarti perikatan yang
ditetapkan dengan 7jab gabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak
pada objeknya. [jab gabul dititikberatkan pada kesepakatan Antara dua
belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan
hukum tertentu yang ditandai dengan penyerahan barang atau objek

akad.'®

% Aisyah, Wawancara, 1 Desember 2016
%HelmiKarim, FighMuamalah, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), 73-74.
19%p7ahbah Zuhaili, Al-Figh Al-IslamywaAdillatuhJuz 4 Terjemah, 420.
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Jika dilihat dari segi akad dalam kasus ini bersifat belum adanya dari
objek barang yang belum ada pada saat akad dibuat, sehingga penyerahan
barang atau objek tidak terlaksana dan tidak adanya perpindahan suatu
tindakan hukum yang mengikat atas barang atau objek akad tersebut.

Tetapi jika dilihat dari segi janji atau berjanji atau perjanjian maka
dibolehkan walaupun janji ataupun objek barang masih akan dibuatkan,
tetapi mempunyai implikasi hukum untuk menepati janji yang telah
dilakukan karena dalam hal ini janji adalah kewajiban dan keharusan dalam
pelaksaannya

Islam telah mengatur dengan apik segala sesuatu yang berhubungan
dengan syariat. Termasuk dalam hal pemberian. Suatu akad pemberian
akan sah jika rukun dan syarat dalam pemberian terpenuhi.

Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun pemberian sebagai
berikut:

1. Pihak penghibah (a/- Wahib).

2. Harta yang dihibahkan (a/-Mauhub)

3. Shighat

4. Orang yang menerimahibah (MauhubLahu)

Dalam pemberian yang terjadi dalam kasus ini, akad hibah yang
terjadi bertentangan dengan rukun pemberian poin 2 yaitu, harta yang
diberikan tidak ada saat akad pemberian yang dilakukan semasa hidupnya

kepadaAsnan.
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Jika di analisis dengan teori pemberian maka tidak bisa digunakan
dalam penyelesaian dalam kasus ini belum adanya penyerahan secara
langsung karena objek atau barang tersebut diserahkan atau diberikan
langsung ketika akad pemberian itu berlangsung, sedangkan dalam kasus
ini perjanjian pemberian lebih mengarah kepada janji atau status
kehukuman dari tuntutan suatu akad yang dilakukan oleh Asnan kepada
pihak ahli waris untuk mendapatkan janji yang telah dilakukan antara H.

Asli dan Asnan.

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai
suatu hal yang dikarenakan akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum
akad. Benda yang dimaksud di sini meliputi benda begerak, tidak bergerak,

benda berbadan, dan benda tak berbadan. 19

Dalam hal ini benda yang diakad dalam perjanjian pemberian tersebut
tidak mengandung sesuatu yang menyebabkan kebatalan suatu objek, tetapi
dalam hal ini masih berupa janji yang akan dilakukan berarti kasus ini

masih bersifat hutang untunk dilaksanakan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Alm terhadap Asnan adalah perbuatan
mengandung makna //tizam yaitu perbuatan yang menjadi wajibnya satu
urusan bagi seseorang baik karena pilihan dan keinginan sendiri atau

keinginan syara’.

101

Syamsul Anwar, HukumPerjanjian...., 190.
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Kewajiban untuk menepati janji terdapat dalam Al quran al-

Maidah ayat 1 dan Ali-Imron 76 di bawah ini:

GE
ET

052800 183l Il ol Gl

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

2

(2 BT BTG (£ coagn 35l oo

Artinya:(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji
yang dibuatnya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Selain itu perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat

pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan

syari’at (bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu janji atau perjanjian itu
wajib dilakukan dan sama halnya dengan hutang yang belum terbayar maka

janji juga mempunyai maksud hutang yang harus dipenuhi.
Dalam hukum Islam terdapat Asas sebuah perjanjian yaitu:

1. Asas Ibahah (mabda’ al-Ibahah)
adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum.
Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang

melarangnya.
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2. Asas kebebasan Beraqad ( mabda’ huriyyah al-ta’aqud)
Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum
yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis
apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam
undang-undang syariah dan memasukkan apa saja dalam akad sesuai
dengan kepentinganya sejauh tidak berakibat makan harta sesama
dengan batil.

3. Asas konsensualisme (mabda’ al-radhaiyyah)
Menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan
tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya
formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas janji mengikat
Dalam Al quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi
janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada asasnya menunjukkan
wajib’’ Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.

5. Asas Keseimbangan (mabda’ al-tawazun fi al-mu’awadah)
Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam
bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan
perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang
diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam

memikul risiko.
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6. Asas kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh
para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka
dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang
memberatkan.

. Asas amanah

Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah
beritigad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak
dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

. Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.
Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah al-qur’an
(QS Al Maidah ayat 8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian
yang dibuat oleh para pihak. Sering kali dizaman modern aqad ditutup
oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk
melakukan negosiasi mengenai klausula agad tersebut, karena klausula
aqad itu telah dibakukan oleh pihak lain.'*

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus ini sesuai dengan

asas-asas yang ada pada perjanjian yang bersifat mengikat dan amanah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dilakukan Asnan untuk menuntut

janji yang dijanjikan oleh Alm H. Asli kepada Ahli waris adalah di

bolehkan menurut hukum Islam karena dalam hukum Islam janji adalah

192 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat,(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 83.
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hutang dan hutang adalah wajib dikerjakan dan dalam ayat al quran
dijelaskan penuhilah janji-janji itu dan ini merupakan bentuk perintah yang

mengharuskan.

Sifat awal yang dilakukan oleh Ali waris kepada Asnan yang tidak
mau untuk memberikan akad perjanjian pemberian yang dilakukan oleh
Alm, karena tidak mempunyai bukti dan sebagainya, tetapi karena pihak
Ahli waris memilih untuk tidak bermusuhan dan tidak menginginkan
konflik dengan keluarga sendiri maka dilakukan dengan cara musyawarah

untuk mengahasilkan kata sepakat antara Ahli waris.

Cara yang ditempuh Ahli Waris ini pun menggugurkan janji yang
telah dilakukan oleh Alm H. Asli terhadap janji yang dia lakukan semasa
hidupnya. Entah tuntutan Asnan kepada H. Asli benar terjadi semasa
hidupnya Alm atau tidak, itu bukan lagi ranah dari Ahli waris, yang
terpenting ada yang menuntut janji maka harus dilaksanakan karena janji

adalah hutang atau suatu kewajiban.



